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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota, audit laporan dana kampanye
merupakan audit laporan dana kampanye yang
dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh
Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan
gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik
yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit

dana kampanye;
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bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU
Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 51/PL.02.5-
BA/3206/2025 tanggal 16 April 2025 yang menyatakan
bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya
menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tasikmalaya tentang Nama Kantor Akuntan
Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya
Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-
XXIII/2025;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
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Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun
2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun
2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit
Laporan Dana Kampanye Peserta Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan
Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan

Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada
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Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun
2024

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA TENTANG NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TASIKMALAYA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN.
Menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan
Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tasikmalaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM AMI IMRON TAMAMI
KABUPATEN TASIKMALAYA
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG
MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

NAMA PASANGAN CALON BUPATI NAMA KANTOR NAMA AKUNTAN
NO NAMA KETUA TIM NAMA ANGGOTA TIM
DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA AKUNTAN PUBLIK PUBLIK
1. | CALON BUPATI: Drs. SUKARDI, Ak., CPA SUKARDI EKA TANIA PRIMADIKA 1. MUHAMMAD

DR. H. IWAN SAPUTRA, S.E., M.SL
CALON WAKIL BUPATI:
DEDE MUKSIT ALY, Z.A.

BRAMANTYO W

2. RUSTY FAUZIAN

CALON BUPATI:

H. CECEP NURUL YAKIN
CALON WAKIL BUPATI:

H. ASEP SOPARI AL-AYUBI

GATOT PERMADI AZWIR
& ABIMAIL (CABANG)

SARI RAHMAWATI

SUHARDI

1. RIFKY AFDOLINA

2. ADE PURBAYA
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NAMA PASANGAN CALON BUPATI NAMA KANTOR NAMA AKUNTAN

NAMA KETUA TIM NAMA ANGGOTA TIM
DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA AKUNTAN PUBLIK PUBLIK
CALON BUPATIL: MANSHUR ARIFIN OYON MOCHAMAD ZAKARIA 1. YONOKI
Hj. Al DIANTANI ADE SUGIANTO, SUHARYONO & REKAN SUHARYONO 2. SARAH FAUZIAH
S.H., M.Kn.

CALON WAKIL BUPATI:
H. IIP MIPTAHUL PAOZ

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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